PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 188/ f [Kpts-DPRD/429.050/2025

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang

Mengingat

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI,

bahwa untuk melaksanakan Surat Gubernur Jawa
Timur tanggal 23 Juni 2025 nomor 900.1/
7096/203.6/2025 Perihal Penyampaian Keputusan
Gubernur Jawa Timur nomor
100.3.3.1/371/KPTS/013/2025 tentang  Hasil
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerali Kabupaten
Banyuwangi tentang Pertanggugjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Angaran 2024 dan Rancangan
Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024, telah dilakukan pembahasan  dan
mendapatkan persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dievaluasi
oleh Gubernur Jawa Timur perlu dilakukan
penyempurnaan agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum dan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi ;

Pasal 18 Avat 6 Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 12 tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Kabupaten Banyuwangi di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang nomor 2 Tahun
1965 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja



Surabaya dan Daerah Tingkat !l Surabaya dengan
mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950,
tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogvakarta;

Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang
Penyelenggaran Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dua kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143. Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang
Hubungan Keuangan Antara Permerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang
Pelaporan  Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614)

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomeor 13 Tahun 2019 tentang
LLaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87
Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Persiden nomor 76 tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (berita
Negara Republik Indonesia Tahu 2011 Nomor 310);
Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
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Nomor 2036); Sebagaimana Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 11 Tahun
2017 Tentang Pedoman Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang Penjabaran Pertanggunjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (Berita Negara Rapublik Indonesia Tahun
2017 Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 972);

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2023 Nomor 1});

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nonor 6
Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
Pedesaan [Ddan Perkotan (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 1/B)
sebagaiman diubah dengan Peraturan Daerah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun
2012 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan
Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2019 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Banvuwangi Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana
diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun
2020 Nomor 6};

Peraturan DPRD Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
Banyvuwangi:

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan

Belanja Daerah Tahun 2024 (sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi




Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2024 ;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1
Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah.
Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 23 Juni 2025 nomor
900.1/7096/203.6 /2025 Perihal Penyampaian
Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor

100.3.3.1/371/KPTS/013/2025 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerali Kabupaten Banyuwangi
tentang Pertanggugjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Angaran 2024
dan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi Tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU . Menyetujui Penyempurnaan atas Penetapan Rancangan
Peraturan Daerah  Tentang  Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2024,

KEDUA . Komposisi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi
Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur Tahun Anggaran
2024, terinci sebagai berikut :

1. Pendapatan : Rp. 3.370.326.601.122,08

2. Belanja dan transfer : Rp.(3.318.380.677.018,08)

3. Surplus : Rp. 51.945,924.104,00

4. Pembiayaan Neto . Rp. 37.265.855.820.88

5. SiLPA . Rp. 89.211.779.924,88
KETIGA . Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi.
Pada tanggal : 30 Juni 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Ketua
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